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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 503/DPMPTSPD/IPN/ 60 /X1 /2025

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN ASY SYIFA MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
ASY SYIFA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas menjadi
Sekolah Menengah Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah daerah atau masyarakat, yang didasarkan atas
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, dan atas
suatu Perencanaan Pengembangan Pendidikan secara Lokal,
Regional dan Nasional;

b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Izin Perubahan
Nomenklatur bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Kesehatan Asy Syifa menjadi Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Kesehatan dan Teknologi Asy Syifa adalah merupakan
kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Provinsi Sulawesi Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Perubahan Nomenklatur
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Asy Syifa menjadi
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dan Teknologi Asy
Syifa.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Npmor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;










